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Konflik daerah di Indonesia sering kali sulit diselesaikan karena daerah tidak memiliki data yang akurat.
Selain itu, data akurat dapat dipergunakan untuk melawan penindasan maupun kecurangan yang merugikan
masyarakat. Pemerintah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Sumatera Barat melakukan
penyusunan kebijakan untuk melegitimasi data mandiri dan lebih akurat untuk daerahnya yang disebut
sebagai data presisi melalui Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Berpijak pada pemikiran Bourdieu mengenai
praktik sosial termasuk habitus, kapital, dan arena diikuti kekuasaan simbolik, penelitian ini juga
menggunakan konsep komunikasi politik Lilleker untuk memetakan proses penyusunan kebijakan.
Penelitian bersifat kualitatif konstruktivis dengan metode studi kasus ini menemukan bahwa kapital yang
dimiliki aktor politik digunakan atau ditempatkan dalam arena komunikasi politik untuk keberhasilan
penyusunan Perna Data Presisi hingga mendapat pengakuan publik. Selaras dengan kepemilikan kapitalnya,
wali nagari menjadi aktor politik Panampuang yang paling banyak melakukan upaya penempatan kapital
selama penyusunan kebijakan pendataan. Usaha penempatan kapital yang dilakukan aktor politik nagari
didukung juga oleh bentuk-bentuk kekuasaan simbolik, di mana keduanya saling mendukung untuk
mencapai tujuan politik aktor, yaitu melegitimasi penggunaan data presisi dalam Pemerintahan Nagari
Panampuang.

...... Regional conflictsin Indonesia are often difficult to resolve because regions do not have accurate data.
Besides, accurate data can be used to fight oppression and fraud that harm society. The government of
Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, West Sumatra, is preparing a policy to legitimize its more
accurate regional independent data, which isreferred to as precision data, through Nagari Panampuang
Regulation Number 2 of 2023 concerning the Nagari Government Administration System Based on
Precision Data. Based on Bourdieu's thinking regarding social practices, including habitus, capital, and
arenafollowed by symbolic power, this research also uses Lilleker's concept of political communication to
map the policy-making process. This qualitative research found that the capital owned by political actors
was used or placed in the arena of political communication for the successful preparation of the policy to
gain public recognition. In line with his capital ownership, Wali Nagari is the Panampuang political actor
who makes the most efforts to place capital during the preparation of data-related policy. Capital placement
efforts carried out by nagari political actors are also supported by forms of symbolic power, where both
support each other to achieve the actor's political goals, such as legitimizing the use of precision datain the
Nagari Panampuang Government.
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